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Kualifikasi Pelaksana :
1. Memahami standar pengelolaan dokumentasi
dan informasi hukum;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan
computer;
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi
internet/website;
4. Memahami tata cara pengarsipan.

Dasar Hukum :

1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012
tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Nasional;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kementrian dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomer 8 Tahun 2019 tentang Standar
Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi
Hukum;

4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun
2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum.

Peralatan/ Perlengkapan :
1. Komputer;
2. Jaringan internet;
3. Printer;
4. Scanner;
5. ATK.

Keterkaitan :
1. JDIH Nasioanl;
2. JDIH Kabupaten Rembang;

Pencatatan/ Pendataan :
Disimpan dalam bentuk hard copy dan soft copy.

Peringatan :
1. Kesalahan ketik (fypo) pada penulisan
produk hokum;
2. Salinan produk hokum tidak sesuai dengan
aslinya;dan
3. Laman JDIH yang tidak dapat diakses oleh
pengguna,




